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ABSTRAK 

Sistem pemilihan kepala kampung menjadi pegangan pada saat 

pemilihan berlangsung agar tercipta nya pemilihan yang tersistematis 

sehingga dapat mewujudkan seorang pemimpin yang lebih baik 

begitupun yang terjadi di kampung Indra Putra Subing kecamatan 

Terbanggi Besar Lampung Tengah, sesuai dengan peraturan Bupati 

kabupaten Lampung Tengah no 30 tahun 2022 tentang tata cara 

pemilihan kepala kampung. Islam sendiri tidak mengatur sistem 

pemilihan pemimpin secara spesifik, akan tetapi secara umum ajaran 

islam di dalam Al-Qur’an dan Hadist mengajarkan seluruh aspek 

kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 

pelaksanaan sistem pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing 

Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah dan bagaimana 

tinjauan fiqih siyasah tanfiziyah terhadap sistem pelaksanaan 

pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi 

Besar Lampung Tengah. Adapun tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung Indra 

Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah serta 

bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pelaksanaan 

pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi 

Besar Lampung Tengah tersebut. 

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research) dengan 

metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini didapatkan fakta di lapangan bahwa dalam 

pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Indra Putra Subing 1. 

Pemilihan Kepala Kampung di Indra Putra Subing yang berlangsung 

pada tahun 2022 secara keseluruhan proses pemilihan Kepala 

Kampung Indra Putra Subing sudah sesuai dengan Peraturan Bupati 

Lampung Tengah Nomor 30 tahun 2022 dan 2. Pemilihan Kepala 

Kampung di Indra Putra Subing sudah sesuai dengan fiqh siyasah 

tanfiziyah namun belum optimal karena masih masih kurang nya 

pengawasan pada saat pemilihan. 

Kata Kunci : Fiqih Siyasah, Pemilihan Umum, Kepala 

Kampung. 
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MOTTO 

 

                                 

                             

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah 

(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 

karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-

orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat 

azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” 

 

(Q.S Shod [38]: 26) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Demi mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, 

maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan 

tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna 

judul yang digunakan, Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih 

Siyasah Tanfiziyah Terhadap Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Kampung Tahun 2022 (Studi Di Kampung Indra Putra Subing, 

Kecamatan Terbanggi Besar,Lampung Tengah)”. 

Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan 

peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya 

: 

1. Tinjauan: Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, kemudian disajikan dengan data 

yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan 

suatu persoalan.
1
 

2. Fiqih Siyasah Tanfiziyah: Salah satu aspek hukum Islam tentang 

pelaksanaan undang-undang.
2
 

3. Sistem: kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling  

bekerja dan  

berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.
3
 

4. Pelaksanaan: suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, 
                                                      

1
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 

2004), 32. 
2
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 4. 

Bentley, L.D., & Whitten, J.L. (2007). System analysis and design for the global enterprise 

(edisi ketujuh). New York: McGraw-Hill Companies, Inc 

1 
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implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap siap.
4
 

5. Pemilihan Umum: Proses formal pengambilan keputusan 

kelompok di mana anggota masyarakat dengan memberikan 

suarat tertentu yang menjadi pilihannya.
5
 

6. Kepala Kampung: Pejabat pemerintah kampung yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan 

tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6
 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Tinjauan 

Fiqih Siyasah Tanfiziyah Terhadap Sistem Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Kampung Tahun 2022 ini tentang bagaimana Sistem yang 

dilakukan pada saat pemilihan kepala kampung sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan yang kemudian di tinjau dari fiqih 

siyasah tanfiziyah. 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap daerah kabupaten dapat dibentuk desa atau 

kampung, hal ini berarti kabupaten memiliki wewenang sendiri 

untuk membentuk kampung dalam wilayah nya sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan tentang desa 

atau kampung. Kampung adalah suatu daerah, di mana terdapat 

beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal di sana. 

Daerah tempat tinggal warga menengah ke bawah di daerah kota. 

Dan setiap kampung tentu ada pemerintahan kampung yang mana 

hal ini berfungsi sebagai pelayan masyarakat kampung, pembinaan 

                                                      
4
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/, 

diakses 11 Februari 2023 . 

 
5
 Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1997), 158. 

6
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa. 

 

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-
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ketertiban dan lain sebagainya. Allah berfirman : 

ب                       

                        

                

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Shod [38] :26). 

 

Dengan memahami ayat ini maka akan makin jelas bahwa 

yang dimaksud dengan khalifah disini adalah manusia dan adam 

sebagai manusia pertama kali menjabat sebagai khalifah. Ayat ini 

menjelaskan tentang kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk 

mengajak orang lain agar bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu yang 

telah ditetapkan dengan menempati posisi atau menggantikan posisi 

orang lain apabila ia melaksanakan fungsi yang diberikan orang itu 

kepadanya, baik bersama-sama dengan orang tersebut atau yang 

sesudahnya. 
7
 

Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan 

pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintahkan manusia, 

termasuk didalam nya orang yang memiliki. 

kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu ulil amri ada 2 macam 

yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan 

                                                      
7
Ali Abdul Roziq, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, ter. Afif Muhammad, 

(Bandung: Pustaka, 1985),.3. 
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bagus , namun bila mereka rusak pasti manuia akan rusak juga.
8
 

Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah 

dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu diantaranya 

berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya kelompok, 

golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh 

manusia bahkan seluruh mahluk . 

                           

                         

  “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh, Allah Maha Mendengar,Maha Melihat. (Q.S An-nisa [4] 58). 

 

Ayat ini secara tegas menyatakan agar memutuskan perkara 

dengan adil. Akan tetapi keputusan yang dianggap adil itu ketika 

keputusan itu terkait dengan bukti dan saksi. 
9
 

 

 

 

 

 

 

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr, telah menceritakan 

kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami 
                                                      
 

8
 Abdul Khaliq Farid, fiqih politik islam, (Jakarta,Dar Asy-Syuruq 1419/1998 M, 2005), 

9
 Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, S.Q, MA, Kaidah Tafsir Berbasis Terapan,( El SIQ dan 

Program Studi Ilmu al Qur’an dan Tafsir, 2020), 118. 
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Muhammad bin 'Ajlan dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu 

Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Apabila terdapat tiga orang dalam sebuah perjalanan, 

maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka 

sebagai pemimpin." Nafi' berkata; kemudian kami katakan kepada 

Abu Salamah; maka engkau adalah pemimpin kami.”(HR. Abu 

Daud). 

 

Kepemimpinan yang dilihat dari sudut pandang Islam, 

memiliki pengertian yang berbeda dari aspek keumumannya. 

Menurut sebagian ulama Islam, mengartikan kepemimpinan atau 

pemimpin merupakan penerus atau pengganti fungsi Rasulullah 

yang disaat hidupnya menangani masalah-masalah keagamaan yang 

diterimanya oleh Allah, dan bertugas memelihara pelaksanaan 

ajaran agama dan mengurus masalah politik keagamaan. Oleh 

karena itu, setelah Rasulullah wafat, kemudian para sahabat yang 

menggantikan posisi beliau.
11 Seorang pemimpin harus memiliki 

sifat amanah. Kepemimpinan pada dasarnya sebuah amanah yang 

harus diemban sebaik mungkin 

Selanjutnya orang yang beriman diwajibkan taat kepada 

pemimpin di samping taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah 

SWT telah mewajibkan kepada hambanya untuk memuliakan, 

mengagungkan dan menghormati pemimpin, serta melaksanakan 

segala perintahnya. Selama perintah itu bukan perintah maksiat. 

Bahkan dilarang mengingkari perintah-perintahnya.
10 

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan kekuatan. Kekuatan 

yang 

dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang 

                                                      

  
10

 Muslim ibn hajjaj, aJ•Naysabury  Shahih Muslim bi  Syarh al-Nawawi,  

(Beirut: Dar al•Fikr, 1983),1167. 
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lain. 

Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi 

dan interaksi dengan seluruh elemen perushaan. Kemampuan 

adalah persyarakat mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina 

komunikasi untuk menjalankan perusahan sehingga terjadi kesatuan 

pemahaman.
11 

Dalam pandangan fiqih siyasah adalah orang yang ditugasi atau 

diberi 

amanah untuk mengurusi permasalahan umat, baik dalam lingkup 

jamah maupun sampai kepada urusan pemerintahan, serta 

memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dengan 

memberikan perhatian yang lebih dalam upaya mensejahterakan 

ummatnya, bukan sebaliknya mempergunakan kekuasaan dan 

jabatan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, hanya untuk 

kepentingan pribadi dan kaum kerabatnya atau kelompoknya. 

Dalam pandangan imam Al-Mawardi memberikan kriteria terhadap 

orang yang berhak dipilih sebagai kepala negara (imam) dengan 

beberapa syarat yaitu: Adil dalam arti luas, mempunyai ilmu untuk 

melakukan ijtihad, sehat pendengaran,mata, serta lisannya, sehat 

badan, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat. 

Meskipun demikian Islam tidak memberikan aturan yang 

jelas bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang 

pemimpin dan Nabi pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas 

tentang bagaimana sesungguhnya sistem pengangkatan seorang 

pemimpin negara di dalam Islam, karena bila melihat Alquran atau 

Hadis sebagai sumber hukum ternyata tidak menyebutkan tentang 

tata cara yang baku mengangkat seorang pemimpin. Justru 

                                                      

  
11

  Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineke Cipta, Jakarta, 182. 
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persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat 

untuk 

mencari cara yang dirasa cocok sebagai acuan dalam mengangkat 

seorang pemimpin negara di antara mereka sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang ada pemimpin bagi generasi sesudahnya. Akan 

tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah 

untuk memilih orang yang mereka kehendaki.
12 

Indonesia sejak awal kemerdekaannya menyatakan sebagai 

negara 

demokrasi (berkedaulatan rakyat). Demokrasi merupakan konsep 

atau perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya 

berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas.
13

 Pemilu 

diselenggarakan sebagai wujud dari pemenuhan hak-hak politik 

warga negara yang dijamin oleh undang-undang, yaitu adanya 

kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan 

berkumpul.
14

 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 

langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan 

pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ( UUD NRI) 

tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat 

atas seperti pemilihan presiden (pemimpin negara) sampai ke 

tingkat yang paling bawah seperti pemilihan kepala kampung 

(pemerintah kampung) tujuannya untuk mencari dan mewujudkan 

pemerintahan yang berjalan secara demokrastis. Pemerintahan 

                                                      
12

 Arake, L. al-‘Âmmah min Manzhûr al-Fiqh al-Islâmî, (al-Qâhirah: Jâmi’ah al-

Azhar, 2003), 16. 
13

 Zen Riza Hepi, Politik uang dalam hukum positif dan syariah, 
14

  Frenky, “Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan 

Umum di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, As- Siyasi, 2021, 
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kampung selama ini memang menarik untuk dicermati, hal itu tidak 

terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala kampung yang 

masih 

dianggap penting sebagai media yang paling efektif untuk 

mewujudkan demokrasi di kampung karena calon pemimpin 

kampung dipilih secara langsung oleh masyarakat kampung 

setempat. Kampung atau sebutan lain dalam pemerintahannya 

dipimpin oleh kepala kampung, kepala kampung adalah sebagai 

penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan kampung. 

Peraturan bupati Lampung Tengah Nomor 30 tahun 2022 

tentang Tata cara pemilihan kepala kampung, Kepala kampung 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah kecil yaitu 

kampung yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk 

kampung yang memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan masa 

jabatan kepala kampung (lima) 5 tahun dengan ketentuan tata cara 

pemilihan kepala kampung . 

Badan Permusyawaratan Kampung membentuk panitia 

pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat kampung, Pengurus 

Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia 

pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon 

berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan, melaksanakan 

pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala kampung 

kepada BPK. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan 

penyaringan bakal calon Kepala kampung sesuai dengan 

persyaratan, calon Kepala kampung yang memenuhi persyaratan 

ditetapkan sebagai calon Kepala kampung oleh Panitia Pemilihan. 

Demikian uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan 
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diatas. Maka penulis tertarik dan perlu dilakukan kajian secara 

sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sistem pelaksanaan 

pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing dan Bagaimana 

Tinjauan Fiqih Siyasah tanfiziyah terhadap sistem pelaksanaan 

pemilihan kepala kampung di Kampung Indra Putra Subing. Maka 

penelitian ini diberi judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfiziyah   

Terhadap Sitem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung” (Studi di 

kampung Indra Putra Subing, kecamatan Terbanggi Besar, 

Lampung Tengah). 

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus penelitian dalam ruang lingkup 

penelitian yang berguna untuk membatasi serta menjelaskan 

subtansi materi kajian penelitian yg dilakukan agar penulis berfokus 

pada penelitian yaitu terkait bagaimana sistem pelaksanaan 

pemilihan kepala kampung di Kampung Indra Putra Subing 

Selanjutnya peneliti menetapkan sudut Tinjauan Fiqh Siyasah 

tanfiziyah dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian yaitu 

Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah tanfiziyah terhadap sistem 

pelaksanaan pemilihan kepala kampung (Studi di kampung Indra 

Putra Subing, kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, 

maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung 

Indra Putra Subing kecamatan Terbanggi Besar Lampung 

Tengah? 

b. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah tanfiziyah terhadap  sistem 
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pelaksanaan pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing 

kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, 

maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejelas mungkin bagaimana sistem pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Kampung Indra Putra Subing. 

2. Mengetahui sejelas mungkin bagaimana tinjauan fiqih siyasah 

tanfiziyah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan kepala 

kampung di Kampung Indra Putra Subing. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teortitis 

• Hasil penelitian ini diharapkan sebagai literasi, referensi 

dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih 

ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi untuk 

ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi 

Fakultas Syariah dan Hukum. 

• Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

literasi, referensi dan informasi tentang ilmu pengetahuan 

dan ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan 

sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung. 

• Tinjauan fiqh siyasah tanfiziyah terhadap sistem 

pelaksanaan pemilihan kepala kampung. 

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam jurusan 

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka). 

Pada penlitian ini digunakan 3 penelitian terdahulu yaitu: 

1. Skripsi Muhammad Yunus (2016) 

Berjudul Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 . 

Yang ditulis oleh Muhamaad Yunus program studi ilmu 

politik fakultas ushuluddin UIN Alauddin Makassar. Hasil 

dari penelitian ini adalah Dengan terjadinya konflik yang 

dalam beberapa pemilihan kepala desa maka akan 

menciptakan ketidak stabilan dalam pembangunan politik 

ditingkat desa dalam sistem pemilihan pemimpin. Maka 

peraturan- peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat 

melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2004 tentang 

proses pemilihan kepala desa untuk menciptakan otonomi 

desa seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Konflik tersebut 

dalam pemilihan kepala desa dapat terjadi dalam tahapan 

proses pemilihan kepala desa yang dianggap oleh masyarakat 

desa terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi 

dalam proses tersebut. Tahapan-tahapan pemilihan kepala 

desa yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa 

dapat terjadi berupa penyimpangandalam proses pencalonan 

kepala desa, pengerahan massa pendukung calon kepala desa, 

hingga dalam proses pemungutan suara. Dengan adanya 

konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa akan 

dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat 

desa semenjak dahulu dan akan dapat menggangu nilai- nilai 

pembangunan politik di tingkat desa. Perbedaan dalam 

penilitian terdahulu penulis adalah sistem pelaksanaan 

pemilihan kepala kampung yang ditinjau dari fiqih siyasah 
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tanfiziyah. 

2. Skripsi Wahyu Ismail. (2019) 

Berjudul Realisasi Impelementasi Peraturan Daerah 

Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemilihan. 

Yang ditulis oleh Wahyu Ismail program studi hukum tata 

negara fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sumatra Utara. Hasil dari penelitian ini adalah skripsi 

ini lebih menjlaskan bagaimana implementasi dari Pemilihan 

kepala kampung guna memimpin kampung kearah yang 

lebih baik, bahkan Islam mewajibkan untuk mengangkat 

pemimpin agar masyarakat sejahtera dunia dan akhirat 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Nomor 06 Tahun 2015 yang diterbitkan untuk menjadi 

sebuah pedoman dalam melaksanakan Pemilihan Kepala 

Kampung di Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan Daerah 

tersebut terdiri dari lima bab dan berisikan 56 pasal. 

Perbedaan dalam penilitian terdahulu penulis adalah penulis 

membahas bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala 

kampung yang ditinjau dari fiqih siyasah. 

3. Jurnal Luluk Endang Nurrokhmah, Imelda Jaquillen Loppies. 

(2021) Berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pemilihan Kepala 

Kampung Yang ditulis oleh  Jurnal Luluk Endang Nurrokhmah  

dan 

Imelda Jaquillen Loppies. Hasil dari penelitian ini adalah 

Bentuk partisipasi yang sangat penting dilakukan oleh warga 

negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum baik 

tingkat Nasional, tingkat daerah maupun tingkat kampung, 
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tujuan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat kampung 

dan faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik 

masyarakat kampung dalam mengikuti pemilihan kepala 

Kampung. Perbedaan dalam penilitian terdahulu penulis 

adalah penulis membahas bagaimana sistem pelaksanaan 

pemilihan kepala kampung yang ditinjau dari fiqih siyasah. 

H. Metode Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan 

sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasinya yang 

dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam 

penelitian. Dengan kata lain, data tersebut, berkaitan, mengenai dan 

tepat.
15 

Metode Penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang 

dipergunakan 

dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar 

ukuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penulisan ini 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

• Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dari lokasi atau 

lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi.
16 Penelitian ini dilakukan secara langsung di 

kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah, dengan menggunakan metode 

                                                      
  

15
 Kartini Hartono dalam Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, 

16
 Susiadi, Metode Penelitian (Lampung:Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12. 
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penelitian deskriptif artinya penelitian yang berusaha 

menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara 

mendalam, luas, dan terperinci. 

• Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti 

menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan 

peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah 

secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.
17

 

2. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna/data yan 

pasti
18

. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

• Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 

lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi 

langsung, pengumpulan data 

primer dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi, 

dokumentasi dan wawancara.
19 Wawancara dilakukan pada 

anggota BPK, sekretaris kampung, panitia pemilihan kepala 

kampung, dan 2 orang masyarakat kampung . 

• Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber 

data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, 

hasil penelitian dan karya ilmiah / Skripsi yang yang relevan 

                                                      
17

 Ibid. 
18

 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan mix method, (Depok: Rajawali 

  
19

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta: Rineka Cipta,  2011), 38. 
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dan berkaitan dengan topik penelitian.
20

 

3. Populasi dan Sample 

• Populasi 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran 

penelitian
21

. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur 

pemerintah kampung Indra Putra Subing berjumlah 14 orang 

dan panitia pemilihan berjumlah 50 orang . 

• Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampling, Artinya 

kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus 

merupakan kesimpulan atas 

populasi.
22

 Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah 

non random sampling artinya tidak semua populasi diberi 

kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk 

lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan 

adalah purvosive sampling yaitu memilih sekelompok objek 

yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui 

sebelumnya. Jadi populasi yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini terdiri 1 orang sekretaris desa, 1 orang ketua 

BPK , anggota BPK berjumlah 1 orang, dan 2 panitia pemilihan 

kepala kampung. 

4. Metode Pengumpulan 

Data Metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan 

data yang digunakan penulis, dalam penelitian ini menggunakan 

                                                      
          

20
 Margono , Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8. 

21
 Juliansyah Margono , Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

22
 Ibid. 
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beberapa metode sebagai berikut : 

• Wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau suatu 

proses interkasi antara pewawancara dan sumber 

informasi atau orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi langsung.
23 Adapun wawancara yang peneliti 

gunakan adalah jenis wawancara yang bersrtuktur, yaitu 

teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan 

(mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian 

sebagai pedoman saat melakukan wawancara. 

• Dokumentasi adalah mencari data megenai hal-hal atau 

variable yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan 

lainya.
24 Adapun penggunan teknik dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang objektif dengan cara 

mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen 

yang terkait dengan penelitian, di kampung Indra Putra 

Subing kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah. 

5. Metode Analisis 

Data Analisis data dalam kegiatan analisis data penelitian ini 

adalah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil 

penelitian yaitu wawancara dengan instansi terkait kemudian 

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis 

data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 

menurut kualitas dan kebenarannya.
25

 Metode deduktif yaitu 

metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang 
                                                      

23
 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung 

(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2017), 372. 
24

 Suharismi Arikunto, Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta 2006), 231 
25

 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo, Jakarta, 1998, 12. 
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bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
26

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan menganai sistematika 

pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk 

memberikan 

klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan 

kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori 

yang digunakan dalam bab penelitian ini adalah: 

BAB I Membahas mengenai dari awal Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah dari penelitian ini, Identikasi dan 

Batasan Penelitian, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II Mengenai landasan teori yang berkaitan dengan pengertian 

fiqih siyasah dan ruang lingkup fiqih siyasah serta 

pengertian pemimpin, tujuan, tugas, dan kewajiban 

pemimpin. 

BAB III Berisikan mengenai objek penelitian yang meliputi 

gambaran objek penelitian yang berisi sejarah kampung, 

demografi kampung, visi dan misi kampung, luas wilayah 

kampung, kependudukan masyarakat kampung serta 

pelaksanaan sistem pemilihan kepala kampung Indra 

Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung 

Tengah. 

                                                      
26

 Susiadi, Metode Penelitian (Lampung:Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12. 

 



18 
 

BAB IV Membahas mengenai analisa data yang dihasilkan berupa 

jawaban mengenai Sistem pemilihan kepala kampung 

serta tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pemilihan 

kepala kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi 

Besar Lampung Tengah. 

BAB V    Berisikan Simpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini. 



19  

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH 

1. Pengertian Fiqih 

Kata “fiqih” secara etimologis berarti "paham" atau "paham 

yang mendalam". Selain itu “fiqih” juga dapat dimaknai dengan 

"mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik". Dalam 

tinjauan morfologi, kata fiqih berasal dari kata faqiha-yafqahu-

fiqhan yang berarti “mengerti atau paham”. Jadi perkataan fiqih 

memberi pengertian kepahaman dalam hukum syari’at yang 

sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
27

 Sedangkan 

definisi fiqih secara terminologi, para fuqoha’ (ahli fiqih) 

memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fiqih itu 

sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka 

mujtahid yang mendirikan madhab-madhab yang tersebar di 

kalangan umat Islam. Yang pertama yaitu Abu Hanifah yang 

memberikan definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu 

akidah, syari'ah dan akhlak tanpa   ada pemisahan di antara 

aspek-aspek tersebut. Pada masa imam Syâfi'i para ulama’ 

Syafi’iyyah memberikan definisi yang lebih spesifik, hal ini 

karena ilmu fiqih cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan 

masyarakat dalam memperoleh jawaban atau kepastian hukum. 

28
 

Di antara definisi tersebut adalah “Ilmu yang menerangkan 

segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para 

mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas (terperinci)”. 

                                                      
27

 Syafi’i Karim, Ushul Fiqih, ( Bandung:Pustaka Setia,1997),11. 
28

 Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Surabaya, Bina Ilmu, 1990), 

19 
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Pengertian fiqih yang dikemukakan tersebut lebih spesifik dari 

pada yang diketengahkan oleh definisi fiqih pada masa 

sebelumnya, yaitu dengan memunculkan term ahkam, af’aal 

almukallafin, dan istinbat yang tentunya hal ini penting dalam 

mengungkap hakikat dari ilmu fiqih. 

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berkembangnya 

berbagai disiplin keislaman yang mengharuskan pembidangan 

secara tegas terhadap fiqih, para ulama mulai memunculkan 

pengertian yang spesifik megenai ilmu fiqih. Al-Said al-Juraini 

sebagaimana dikutip oleh Nazar Bakry mengemukakan 

pengertian ilmu fiqih sebagai berikut; “Ilmu yang menerangkan 

hukum-hukum syara’ yang amaliyah dan diambil dari dalil-dalil 

yang terperinci
31

. 

Fiqih adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan ijtihad dan 

membutuhkan penalaran dan taammul”. Pengertian yang 

dikedepankan oleh al-Said al-Juraini lebih spesifik daripada 

pengertian yang sebelumnya, yaitu dengan menyebutkan al-

ahkam, al-syar’iyyah, al- ‘amaliyyah, istinbat, ijtihad, nadhor. 

Ilmu fiqih adalah salah satu ilmu keislaman yang hingga 

kini cukup berkembang, hal ini terbukti dengan kekayaan 

warisan khazanah klasik yang dimilikinya hingga maraknya 

berbagai kegiatan atau forum kajian ilmu fiqih seperti bahts al-

masâil fiqhiyah yang dilakukan lembaga dan ormas-ormas Islam 

maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. 

Namun yang tampaknya perlu mendapat perhatian khusus adalah 

munculnya kesan kuat dalam masyarakat, bahwa Islam yang 

mereka pahami adalah fiqih itu sendiri, karena ia menyajikan 

aturan dan rambu-rambu hukum yang jelas sehingga dapat 
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mereka jadikan pegangan. Ini mengindikasikan kedudukan fiqih 

sebagai sebuah ilmu sering belum dapat dimaknai secara 

proporsional, sehingga cenderung tidak dibedakan mana ajaran 

dasar Islam yang bersifat absolut, dan mana ajaran fiqih yang 

bisa berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan 

dinamika sosial. 

Fiqih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab 

agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan 

manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh 

Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang 

seperti bidang akidah, ibadah,dan mua’amalah. Semua bidang ini 

pada masa Rasulullah diterangkan di dalam al-Qur’an sendiri 

yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam 

sunnahnya.
29

 Hukum yang ditetapkan dalam al-Qur’an atau 

sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau 

disebabkan terjadinya suatu kasus atau merupakan keputusan 

dari Rasulullah ketika memutuskan suatu masalah. 

Jadi pada masa itu sumber fiqih hanya ada dua, yaitu al-Qur’an 

dan sunnah.
33

 

Kemudian dimasa sahabat banyak terjadi berbagai peristiwa 

yang sebelumnya belum pernah terjadi. Maka untuk menetapkan 

hukum terhadap peristiwa   baru   tersebut   para   sahabat   

terpaksa    berijtihad. Dalam ijtihad terjadi dua kemungkinan, 

yaitu terjadi kesepakatan pendapat antar para sahabat yang 

disebut dengan “ijmak” dan terjadi perbedaan pendapat yang 

                                                      
29

 Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,(Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1990),14. 
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disebut dengan istilah “atsar”. Hasil ijtihad pada masa itu tidak 

dibukukan sehingga belum dapat dinamakan dengan ilmu tetapi 

hanya merupakan pemecahan terhadap masalah. Karena itu hasil 

ijtihad belum dinamakan dengan fiqihdan para sahabat belum 

dapat dinamakan fuqoha.
30

 

2. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata  “fiqh  siyâsah”  yang  tulisan  bahasa  Arabnya  adalah  

“ يسايسال قهفلا  “ berasal dari dua kata yaitu kata fiqh ( هقفلا  ) dan yang 

kedua adalah alsiyâsî   ( سايسلا ).  Kata   siyasah   secara   

etimologis   merupakan   bentuk masdar dari sasa, yasusu yang 

artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan 

memerintah.
31

 Di samping arti tersebut kata siyasah juga berarti 

“politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata 

sasa bersinonim dengan kata dabbara (mengatur), tolead 

(memimpin), togovern (memerintah), dan policy government 

(kebijakan pemerintah). Secara etimologis kata siyasah 

mengakomodasi beberapa arti sebagaimana tersebut di atas. 

Agar tidak keliru dalam menentukan arti dari siyasah, maka 

langkah awal adalah melihat konteks kalimat yang mengikuti 

kata siyasah. Misalkan kata sasa al-amra harus diartikan 

“mengurus atau mengatur sesuatu” sebab konteks kalimat 

tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa 

diartikan dengan makna yang lain.
32

 Secara terminologis 

mengenai definisi siyasah banyak perbedaan pendapat menurut 

para yuris Islam di antaranya: 
                                                      

30
 Syafi’i Karim, Fiqih Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 29. 
31

 Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 1999), 17. 
32

 Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3, 192. 
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Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) siyasah berarti 

mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. 

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf siyasah adalah 

undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun 

menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan 

yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal 

pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan 

administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Dari ketiga 

definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa fikih siyasah adalah 

suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum 

ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk 

mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. 

Adapun yang dimaksud dengan siyasah syar’iyah ialah 

nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat 

perlengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan 

jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal gunamerealisasikan 

cita-cita kemasyarakatan meskipun hal tersebut tidak dijelaskan 

oleh nash secara terperinci baik dari al-Quran maupun as-Sunnah. 

Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) siyasah syar‟iyah 

adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada 

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun rasulullah 

sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak 

ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian 

fikih siyasah syar’iyah adalah setiap perbuatan yang sesuai 

dengan maqasiduh as-syariah al-ammah.
33

 

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan 
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siyasah Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud 

dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing–

masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis 

(bahasa) fiqh adalah keteranganketerangan tentang pengertian 

atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman 

yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan 

perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama–ulama 

syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang 

sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh 

dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-

hukum khusus yang diambil dari dasar –dasarnya dan sunah). Di 

dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah 

kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, 

pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. 

Untuk selanjutnya al-siyasah kadang- kadang diartikan, 

memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan
34

. 

Di dalam Al Qur‟an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan 

semuanyan dengan kata Fiqh dalam bentuk kata kerja.: 

                    

                       

     

 

“Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan 

orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar 

memberi peringantan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. 
                                                      

34
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(Q.S At-Taubah [129]: 122) 

 

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyâsah 

berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil 

Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyâsah (siyâsah syar’iyyah) 

tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi 

juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan 

(`ishlâh). Sebaliknya,   politik dalam arti yang murni hanya 

menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.
35

 Ini juga 

dibuktikan dengan definisi politik di dalam ternyata, memang 

di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama 

sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara 

umum. 

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam 

menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh 

kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Oleh 

karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain 

Islam, yang dikenal dengan siyâsah wadl‟iyyah itu bukanlah 

fiqh siyâsah, hanya saja selagi siyâsah wadl‟iyyah itu tidak 

bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima. 

3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 

Sejatinya fiqh siyasah ini sudah ada sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW, dimana ruang lingkupnya menurut kitab al-

ahkam al-sulthaniyah karya imam al-mawardi dibagi dalam 5 

ruang lingkup pembahasan diantaranya: siyasah dusturiah, 

siyasah dauliyah, siyasah Maliyyah, siyasah harbiyah, dan 
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siyasah qadaiyah.
36

 

Adapun mengenai ruang lingup dari Fiqh Siyasah Para 

fuqoha memiliki perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut 

bukanlah merupakan hal yang prinsipil, ada yang menyebut 

bahwa ruang lingkup daripada Fiqh siyasah terbagi menjadi 3 

bidang, 4 bidang, 5 bidang, dan bahkan ada yang mengatakan 

terbagi menjadi 8 bidang. Salah satu ulama yang mengatakan 

bahwa ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 3 

bidang adalah Abdul Wahhab Khalaf. Dimana dalam pendapatnya 

Abdul Wahhab Khalaf membagi fiqh siyasah dalam tiga bidang 

diantaranya
37

 : 

1. Siyasah Qadlaiyyah (kebijaksanaan dalam pelaksanaan peradilan) 

2. Siyasah Idariyyah (kebijaksanaan dalam administrasi negara) 

3. Siyasah Maliyyah (kebijakan dalam hal ekonomi) 

4. Siyasah Dauliyah/ Kharijiyyah (kebijaksanaan dalam

 hubungan Internasional) 

Al Mawardi di dalam kitabnya Al Ahkam Al Sultaniyyah 

membagi fiqh siyasah kedalam 5 bidang diantaranya. 
38

 

1. Siyasah Dusturiyah (kebijaksanaan pemerintah

 dalam peraturan perundang undangan) 

2. Siyasah Maliyyah ( kebijaksanaan dalam hal ekonomi moneter) 

3. Siyasah Qadlaiyyah ( kebijaksanaan dalam peradilan) 

4. Siyasah harbiyah ( kebijaksanaan dalam politik perang) 

5. Idariyyah ( kebijaksanaan administrasi negara) 

                                                      

36
 Suyuti pulungan, fiqh siyasah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 44. 

 
37

 Iqbal Muhammad, fiqh siyasah kontekstual doktrin politik islam (Jakarta, kencana, 2014), 
38

 Al mawardi, Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilayah ad- dauliyah, (Mesir, dar al 

fikr,1996), 2 . 

 



27  

 

Dari beberapa pandangan Fuqaha tentang pembagian ruang 

lingkup Fiqh Siyasah maka dapat Siyasah di sederhanakan 

menjadi 3 bagian yaitu : 

1. Siyasah Dusturiyah (politik perundang-undangan) bagian ini 

meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum oleh 

lembaga legislatif (tasyri’iyyah) peradilan oleh lembaga 

Yudikatif (Qodla’iyyah), dan 

adminitrasi pemerintahan oleh Birokrasi atau eksekutif 

(Siyasah Idariyaah). 

2. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah (politik luar negeri) 

bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga Negara yang 

muslim dengan warga Negara asing yang bukan muslim, 

bagian ini juga mencakup politik peperangan (Siyasah 

Harbiyyah) yang mengatur pengumuman perang, tawanan 

perang, genjatan senjata dan etika dalam melakukan 

peperangan. 

3. Siyasah Maliyyah (politik ekonomi dan moneter) bagian ini 

membahas sumber sumber keuangan Negara pengeluaran 

belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional. 

Sedangkan mengenai pembidangan fiqh siyasah menurut 

Ash- shiddieqy salah satu ulama terkemuka di Indonesia 

mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi 8 macam 

yaitu siyasah dusturiyyah, siyasah tasyri'iyah, siyasah 

qadha'iyah, siyasah maliyah, siyasah idariyah, siyasah Dauliyah, 

siyasah tanfidziyah dan siyasah harbiyyah. Fiqh Siyasah yang 

sering dipergunakan oleh umat muslim ada empat yaitu: 

1. Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan 

peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan 
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kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan 

yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-

hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan 

antara penguasa dan rakyat. 

2. Siyasah dauliyah/kharijiyah (hubungan internasional) yaitu 

siyasah yang berhubungan pengaturan pergaulan antara 

negaranegara Islam dan dengan negara-negara Islam, tata cara 

pengaturan pergaulan warga negara muslim warga negara 

non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan 

yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara negara 

lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besar siyasah 

dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasanya, 

persoalan internasional, teritorial, nasionality dalam fiqh 

Islam, pembagian dunia menurut fiqh Islam, masalah 

penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, 

perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi. 

masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-

muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam 

sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash.
39

 

3. Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak 

orangorang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) 

dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur 

hubungan diantara orang-orangan kaya dan miskin, antara 

negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, 

baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan 

kekayaan negara. Secara garis besar siyasah maliyah meliputi 
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pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber 

perbendaharaan negara, sebaba-sebab para fuqaha tidak 

memberikan 

perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah 

pajak, dan baitul mal fungsinya. 

4. Siyasah harbiyah yaitu siyasah yang mengatur tentang 

peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, 

seperti perdamaian. Secara garis besar fiqh siyasah harbiyah 

meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, 

tujuan, dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-

kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, 

hak- hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam 

peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan 

mengakhiri peperangan menuju perdamaian.
40

 

4. Fiqih Siyasah Tanfiziyah 

Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga 

eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwadalam 

cakupan yang lebih luas, tanfidziyah berarti lembaga eksekutif, 

lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam 

siyasah tanfidziyah disebut dengan khalifah atau amir.
41

 Menurut 

T.M. Hasbi, siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagaian 

dari ruang lingkup siyasah syar’iyah. Siyasah Tanfidziyah adalah 

sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan 

menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga 

eksekutif disuatu negara Islam. Kewenangan ini dimiliki kepala 

pemerintah yang disebut dengan ulil amri dan umaro beserta 
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jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam 

yang tertuang dalam maqosid syari’ah melalui peraturan, 

kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas 

Islam. 
42

 

Tujuan dari adanya Siyasah Tanfidziyah adalah untuk 

menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam 

AlQur’an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar 

mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan 

bidang Siyasah tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam 

bentuk, yaitu imamah, khalifah, wazir.
43

 

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu 

khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri’asah. 

Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. 

Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin 

pemerintahan dan kenegaraan, yaitu, khalifah, imammah, dan 

imarah. Oleh karena itu, pembahasan pemimpin dalam Islam 

diwakili oleh ketiga istilah ini, namun al-Mawardi lebih sering 

menggunakan istilah imam/imamah. Imamah menurut al-

Mawardi adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dia dakan 

untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan 

mengendalikan dunia.
44

 

Kata khalifah berasal dari kata khalafa yakhlifu khalfun 

yang berarti al-aud atau al-balad yakni mengganti, yang pada 

mulanya berarti belakang. 
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Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut khalifah 

dengan bentuk jamak khulafa yang berarti wakil, pengganti dan 

penguasa. 
45

 

Menurut al-Mawardi imamah berfungsi mengganti peranan 

kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.
46

 Posisi 

imam ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha 

menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip 

persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus 

tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang 

bersifat sementara. Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan 

imam adalah khalifah, raja, shulthan atau kepala Negara, dan 

dengan demikian Mawardi memberikan juga baju politik. 

Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang 

pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk 

mengamankan agama, dengan disertai mandate politik. Dengan 

demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, 

dan dipihak lain adalah pemimpin politik.
47

 

Para pakar setelah menelusuri Alquran dan hadist 

menetapkan empat sifat pemimpin yang harus dipenuhi oleh para 

nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umat, antara lain : 

1. Ash Shidq, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, 

berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya. 

2. Al-Amanah, atau kepercayaan yang menjadikan dia 

memelihara sebaikbaiknya apa yang diserahkan kepadanya 
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baik itu dari Tuhan atau dari orangorang yang dipimpinnya 

sehingga dalam kepemimpinannya dapat terwujud rasa aman 

bagi semua pihak. 

3. Al-Fathanah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan 

menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul pada 

saat kepemimpinan baik persoalan besar atau kecil. 

4. Al-Tabligh, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung 

jawab atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan.
48

 

Berdasarkan beberapa pengertian baik dari segi etimologi 

atau terminologi yang ada di atas, dapat menyimpulkan bahwa 

mencalonkan diri menurut hukum Islam adalah proses atau cara 

pencalonan seorang pemimpin dimana seorang pemimpin 

tersebut dianggap mampu dan mumpuni dalam menjalankan dan 

mengatur kemaslahatan umat dan agama yang bermuara kepada 

kepentingan akhirat. Tujuan diadakan pencalonan dan pemilihan 

pemimpin adalah untuk mengurus kehidupan dunia. 

Baik Al-Qur’an maupun sunnah tidak pernah menetapkan 

suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang 

kepala negara namun menurut catatan sejarah ada delapan 

metode cara pengangkatan kepala negara pada awal pertumbuhan 

Islam yaitu: 

a. Metode penunjukkan langsung oleh Allah 

b. metode penunjukkan langsung oleh Allah dan rasul nya. 

c. metode pemilihan oleh ahl al-halli wa al-aqdi 

d. metode penunjukkan wasiat 

f. metode pemiliha melalui tim formatur atau dewan musyawarah 

g. metode revolusi atau kudeta 
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h. metode pemilihan langsung oleh rakyat 

i. metode penunjukkan berdasarkan keturunan
49

 

Keberadaan Imamah atau khalifah secara khusus memiliki 

beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut : 

a. Terwujudnya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang dijiwai dan dibimbing oleh syariat Islam, sehingga 

melahirkan seni, budaya, bahkan peradaban yang menjunjung 

tinggi ajaran Islam. 

b.  Terwujudnya keamanan dan stabilitas politik dengan adanya 

sumber yang sangat terpercaya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. 

c. Terwujudnya keadilan disegala bidang karena kepemimpinan 

sebagai mandat atau amanah yang diberikan oleh Allah SWT. 

Kepada salah seorang hambanya untuk menyampaikannya 

kepada khalayak ramai. 

d. Terwujudnya masyarakat yang taat kepada Allah, Rasullullah 

dan pemimpinnya. 

e. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur dan 

sejahtera lahir maupun batin yaitu baldatun tayyibatun 

warabbun gafur. 

Ada beberapa tugas dan kewajiban dari seorang pemimpin, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Membela dan menghidupakn agama, menjalankan nash-nash 

yang sudah disepakati serta memberi keleluasaan serta 

kebebasann kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang 

bersangkutan dengan amal masing- masing baik ilmu 

pengetahuan, baik berupa ibadah ataupun berupa urusan 

kehidupan. 
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b. Mentanfizkan hukum antara orang yang berselisih atau 

mendamaikannya. 

c. Menjaga keamanan umum agar kehidupan segenap rakyatnya 

terjamin dengan aman dan tentram. 

d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur dan 

sejahtera lahir maupun batin yaitu baldatun tayyibatun 

warabbun gafur. 

Ada beberapa tugas dan kewajiban dari seorang pemimpin, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Membela dan menghidupakn agama, menjalankan nas-nas 

yang sudah disepakati serta memberi keleluasaan serta 

kebebasann kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang 

bersangkutan dengan amal masing- masing baik ilmu 

pengetahuan, baik berupa ibadah ataupun berupa urusan 

kehidupan. 

b. Mentanfizkan hukum antara orang yang berselisih atau 

mendamaikannya. 

c. Menjaga keamanan umum agar kehidupan segenap rakyatnya 

terjamin dengan aman dan tentram. 

d. Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap 

urusan yang tidak ada nashnya yang jelas. 

e. Mengatur penjagaan batas-batas negeri dengan kekuatan 

penuh, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang dapat menolah 

dari segala bentuk macam ancaman dan serangam musuh yang 

akan menganggu keamanan dan ketentraman dalam negeri. 

f. Jihad, melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah 

sampai pada batas-batasnya yang diizinkan oleh Agama. 

g. Mengatur kemakmuran yang tertera dan yang diizinkan oleh 
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Agama, seperti menyusun baitul mal, perdagangan, dan 

pertanian. 

h. Hendaknya tidak bekerja sendiri untuk mengamati dan 

memperhatikan masyarakat dan dapat bergaul dengan semua 

jenis kalangan masyarakat dan tidak boleh egosi serta tidak 

boleh bersenang-senang sendiri. 

Dalam kehidupan manusia di dunia ini tentulah hidup 

bermasyarakat yang mempunyai panutan contoh yang mengatur 

baik atau buruknya pada suatu bangsa dan negara atau 

sekelompok masyarakat itu harus membutuhkan sosok seseorang 

pemimpin yang bersedia mengatur rakyatnya agar bangsa 

tersebut aman dan sejahtera. Menurut pandangan Ibn Khaldun 

bahwa pemimpin (imamah) adalah tuntutan syariah dalam 

menegakkan agama dan mengatur urusan dunia guna 

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat karena 

kemaslahatan akhirat itu lebih utama menurutnya, semua 

kepentingan dunia harus disesuaikan dengan hukum syariat 

agama. Selain itu juga, pemimpin pada hakekatnya menobatkan 

diri 

sebagai pengganti Undnag-Undang, memelihara kewibawaan 

syariat dan mengatur urusan duniawi.
50

 

Kepemimpinan dalam Islam dengan demikian didasarkan 

pada Al- Quran dan Al Hadist. Oleh karena itu, sumber dari 

pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam.Oleh 

karena itu, ketika berbicara tentang hukum Islam yang tak pernah 

lepas dari Al-Quran dan Al-Hadist yang memiliki tujuan agar 

bisa mengatur dan membatasi tingkah laku pemimpin agar bisa 
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lebih baik lagi. 

a. Dasar hukum dalam Al-Quran Allah SWT. Berfirman : 

                           

                        

         

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa 

yang tidak kamu ketahui”.
51

 (Al-Baqarah [2]:30) 

 

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukan tentang 

kekhalifahan di muka bumi yang berfungsi sebagai pemimpin 

terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan lingkungan 

Allah SWT. Berfirman : 

                       

                             

             

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
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kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”.(An-nisa [4]:59)
52

 

 

Dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahwa turunnya 

ayat ini (Q.S An-Nisa : 59) berkenaan dengan ‘Abdullah bin 

Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh nabi Muhammad SAW. 

Memimpin suatu paksaan.Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan 

ringkas dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu’ Abbas. Menurut 

Imam ad-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu 

‘Abbas karena cerita mengenai Abdullahbin Hudzafah itu adalah 

: “Di saat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia 

menyalahkan unggun api, dan memerintahkan pasukannya untuk 

terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan 

sebagian lagi hamper menerjunkan diri kedalam api”. Sekiranya 

ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah bin Hudzafah saja, 

sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini 

sesudahnya, maka berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, 

yang wajib ditaati itu ialah dalam ma’ruf (kebaikan) dan tidak 

pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat. 

Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah 

Abdullah bin Hudzafah, munasabah disangkut-pautkan dengan 

alasan turunnya ayat ini, karena dalam kisah itu dituliskan 

adanya perbatasan antara taat pada perintah (pimpinan) dan 

menolak perintah untukn terjun kedalam api. Di saat itu mereka 

perlu akan petunjuk yang harus mereka lakukan 
53
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Ayat diatas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin 

diwajibkan pertama untuk menaati segala perintah yang telah 

Allah tetapkan dalam Al- Quran dan meninggalkan segala 

larangannya, kedua kita harus menaati Rasulullah karena Allah 

telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini, kemudia yang 

ketiga kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah (ulil amri). 

B. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 2022 

Mekanisme Pemilihan Kepala Kampung berdasarkan 

peraturan bupati Lampung Tengah Nomor 32 Tahun 2022 

tentang tata cara pemilihan kepala kampung dilaksanakan melalui 

tahapan: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan 

penetapan. Sistem Pemilihan Umum adalah proses pemilihan 

orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. 

Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari presiden, 

wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala 

kampung. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk 

memengaruhi rakyat secara persuasif 

(tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public 

relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan.
54

 

Persiapan pemilihan kepala kampung sebagaimana yang 

tertera dalam Peraturan bupati Lampung Tengah nomor 30 tahun 

2022 yaitu : 

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan 

pemilihan; 

b.  Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada 

Bupati melalui Camat, apabila biaya pemilihan kepala 

kampung tidak atau hanya sebagian dianggarkan dalam 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 

d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 

e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 

f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 

g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 

h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat 

pemungutan suara; 

i. Melaksanakan pemungutan suara; 

j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan 

mengumumkan hasil pemilihan; 

k. Menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan 

l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan 
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